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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknol ogi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan
neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor
penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laui.

Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan
cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karenaitu,
pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat
transnasional.

Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat
transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan.
Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa
pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa.

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang
bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan
perminyakan di |epas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi
kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka
yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan
lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya
pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal,
khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat
Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat K eputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan
No. 27/APTS/'DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur
masal ah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura.
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